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1.

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan
anggaran Tahun 2022 perlu ditetapkan Standar Biaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Diseases (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516); ’

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4348); 4
Undang-Undang ~ Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

1.1,

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Rpubilik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); o
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Menetapkan

13.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tcntm?g Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2020
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2007 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR  BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 b
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

4, Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara
yang selanjutnya disingkat ASN dan Calon ASN adalah
setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari
suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun
gabungan yang diperlukan untuk memperoleh
keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen

anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian
anggaran berbasis kinerja.
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6. S'at.uan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku Pengguna  anggaran/

pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola
keuangan daerah. '

7. Standar umum adalah bagian dari komponen belanja
dan yang meliputi komponen kegiatan yang
penggunaannya bersifat lintas SKPD dan digunakan
dalam penyusunan dokumen anggaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran,
pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian
Dokumen Anggaran Kerja SKPD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan,
pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. prinsip standar biaya umum;dan
b. ketentuan penutup.

BAB III ;
PRINSIP STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 5
Penggunaan Standar Biaya Umum Pemerintah dilaksanakan
dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
a. selektif untuk kepentingan dan prioritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja SKPD;
c. efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah;
d. akuntabilitas; dan
e. kepatutan.

Pasal 6
(1) Penyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai
kegiatan  dilakukan berdasarkan standar biaya
Pemerintah Daerah.
(2) Dalam pelaksanaan penyusunan standar biaya dilatrukan
oleh Tim Penyusunan Standar Biaya pemerintah

Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati.
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(3) Rincian Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman
BaraF sebagaimana “tercantum dalam lampiran 1 dan
lampiran II merupakan bagian yan
dari. Peraturan Bupati ini. ’

(4) Tf:rhadal? standar 1.>iaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh
pihak lam,. sep.ertl PNBP, Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan,
Pajak, Retribusi, Biaya Pendidikan dan Latihan dan lainnya
dapat mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh pihak
lain tersebut sebagai batas tertinggi.

(5) Terhadap standar biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatannya sudah ditentukan seperti kegiatan yang sumber
dananya bersumber dari DAK, Hibah, dan sejenisnya, dapat
mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dengan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas
tertinggi.

(6) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan tidak tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, SKPD
terkait dapat mengajukan usulan Standar Biaya Khusus
kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Pengkajian Produk
Hukum Kabupaten Pasaman Barat yang disertai dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pedoman
atau dasar aturan dapat ditetapkannya Standar Biaya Khusus,
dan referensi lainnya untuk ditetapkan dalam keputusan
Bupati tentang Standar Biaya Khusus.

g tidak terpisahkan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundahgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Oktober 2021
BUPATI PASAMAN BARAT

-

HAMSUARDI
Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPA AMAN BARAT

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2021 Nomor 44
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